BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, dapat diambil simpulan

bagaimana kepatuhan Wajib Pajak youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet dan

pengaruh faktor ekonomi dan faktor perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak

youtuber serta bagaimana strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

youtuber pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sebagai berikut:

1. Aspek Kepatuhan Formal

c. Pendaftaran

1)

2)

Pada proses pendaftaran, tidak ada validasi atas kebenaran klasifikasi
lapangan usaha yang dipilih oleh youtuber karena saat ini pendaftaran
dapat dilakukan secara online melalui e-registration di kanal
pajak.go.id;

ditemukan juga belum ada kesepakatan yang sama tentang besarnya
norma penghitungan penghasilan neto yang akan dipakai oleh Wajib
Pajak ketika melakukan pendaftaran;

d. Pembayaran dan Pelaporan

1)

2)

Wajib Pajak youtuber yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet
belum sepenuhnya patuh secara perpajakan, dikarenakan kurangnya
sosialisasi dan masih ada wajib pajak yang bingung dalam
menghitung pajak dan merasa repot untuk merekapitulasi penghasilan
yang diperoleh;

tidak adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Google
Asia Pacific juga semakin mempersulit petugas pajak di lapangan
dalam melakukan pengawasan atas pelaporan penghasilan Wajib
Pajak.
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2.

Aspek Kepatuhan Material

a.

b.

Penghitungan Pajak Terutang

1)

Kewajiban perpajakan para youtuber saat ini tidak ada pengaturan
secara khusus baik norma penghasilan atau penerapan tarif, selain itu
penghituang pajak terutang sama seperti kewajiban perpajakan Wajib

Pajak orang pribadi lainnya;

Ketepatan Dalam Menghitung Pajak yang akan Dibayar

1)

2)

Petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet menganggap apa yang
dilaporkan olen Wajib Pajak sudah benar sesuai dengan Pasal 3
Undang-undang KUP;

Untuk menguji kebenaran penghitungan pajak yang dibayar sampai
dengan proses pelaporan akan dilakukan penelitian secara
komprehensif oleh Account Representative setelah melalui tahapan
pengusulan Daftar Pengawasan Prioritas yang diajukan setiap

triwulan sampai dengan proses penelitian

Tepat Dalam melaksanakan Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak

1)

kegiatan ekonomi digital terkait youtuber telah dilakukan pemotongan
pajak dari para pengiklan, baik itu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak
Penghasilan Pasal 23 maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilali,
pengenaan pajak ini sama dengan pengenaan untuk Wajib Pajak

lainnya, dan tidak diatur secera khusus.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

a. Faktor Ekonomi

1) Beban Keuangan

Beban keuangan tidak menjadi kendala bagi wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban pajak khususnya youtuber mengingat tarif pajak
youtuber saat ini memang sama dengan wajib pajak lainnya dan cukup
ringan. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, wajib pajak lebih
memprioritaskan kepentingan usaha (membuat konten) daripada

kewajiban pajaknya. Namun, hal ini lebih menciptakan situasi kepada
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2)

Dari

wajib pajak menjadi terpaksa terlambat dalam memenuhi kewajiban
pajaknya, daripada menciptakan perilaku untuk memanipulasi
pembayaran pajaknya.

Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan yang ditimbulkan oleh kompleks-nya masalah
perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak youtuber, baik atas
pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajakya. Wajib
pajak menyadari kewajiban pajaknya, namun karena masih belum
mudah maka hal ini menimbulkan biaya kepatuhan yang menyebabkan
rendahnya kepatuhan pajak. Mekanisme pembayaran masih belum
mudah karena harus membuat kode billing terlebih dahulu dengan
kode-kode yang kurang familiar bagi Wajib Pajak, sedangkan,
mekanisme pelaporan merupakan hal yang paling dirasa rumit karena
harus membuat pembukuan, pencatatan pendapatan ditambah rumitnya

pengisian SPT Tahunan

simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor ekonomi

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama terkait biaya

kepatuhan, sedangkan beban keuangan tidak menjadi kendala atas kepatuhan

Wajib Pajak youtuber.
b. Faktor Perilaku

1)

2)

Perbedaan Individu

Perbedaan individu atau dalam hal ini tingkat pendidikan maupun
moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak youtuber
belum memperoleh edukasi yang cukup dari Direktorat Jenderal Pajak,
dan disisi lain, KPP ternyata juga belum melaksanakan sosialisasi
secara optimal.

Asumsi Ketidakadilan

Wajib Pajak memiliki asumsi bahwa sistem perpajakan saat ini telah
memberikan rasa keadilan karena tidak ada perbedaan tarif pajak dan

pengenaan pajak antara youtuber dengan wajib pajak lainnya. Namun
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Wajib pajak berharap agar dalam penerapan pajak youtuber lebih
berkeadilan lagi, perlu dipertimbangkan adanya presentase norma
penghitungan penghasilan neto untuk youtuber dan konten kreator
lainnya.

3) Persepsi Risiko Minimal
Persepsi risiko minimal memang terjadi pada wajib pajak youtuber.
Ketidakpatuhan terjadi karena adanya peluang dimana kurangnya
pengawasan dari DJP ditambah dengan risikonya yang dirasa minimal,
menciptakan peluang adanya ketidakpatuhan pajak.

4) Pengambil Risiko
Secara umum wajib pajak youtuber tidak berperilaku pengambil risiko,
apalagi dengan tidak adanya perbedaan tarif dengan wajib pajak
lainnya. Pengambil risiko memang memiliki peluang untuk melakukan
ketidakpatuhan, mengingat sifat usaha youtuber itu sendiri adalah
usaha informal atau underground economy yang datanya tidak tercatat
dengan baik sehingga DJP sulit melakukan pengawasan.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor perilaku mempengaruhi

kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama atas perbedaan individu (tingkat

pendidikan dan moral) dan persepsi risiko minimal, sedangkan asumsi
ketidakadilan dan pengambil risiko tidak menjadi kendala kepatuhan pajak.

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Youtuber

Berdasarkan analisis atas kepatuhan formal dan kepatuhan material serta

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu faktor ekonomi

dan faktor perilaku, peneliti menyarankan strategi yang dapat dilaksanakan

KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu:

1) mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, memberikan asistensi kepada
wajib pajak ketika pendaftaran dan dalam memenuhi kewajiban
pembayaran dan pelaporan;

2) memberikan insentif kepada wajib pajak dengan melibatkan dalam

kegiatan sosialisasi, serta melakukan pengawasan baik persuasif maupun
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kuratif secara tuntas dan merata untuk membangun kondisi bahwa wajib
pajak selalu merasa diawasi dan berusaha untuk memenuhi kewajiban
pajaknya;

3) Optimalisasi pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan melakukan
kegiatan extra effort pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak
berdasarkan SE-05/PJ/2022;

4) Dari sisi kebijakan regulasi, DJP perlu menysusun atau menentukan tarif
norma penghitungan penghasilan neto konten kreator khususnya youtuber,
melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran dan pelaporan untuk
semakin memudahkan;

5) melakukan kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal
Pajak dalam pemberian data penghasilan dari google AdSense.

B. Saran
Berdasarkan simpulan di atas dapat, peneliti dapat memberikan saran untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak youtuber, sebagai berikut:

1. Melakukan validasi atas klasifikasi lapangan usaha yang telah dipilih wajib
pajak pada saat pendaftaran. Selain itu memberikan Klasifikasi Lapangan
Usaha secara jabatan kepada Wajib Pajak pada saat pemberian Nomor
Pokok Waijib Pajak;

2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mulai memasukkan kegiatan youtuber
sebagai salah satu Klasifikasi Lapangan Usaha dan dapat menentukan
besaran norma penghitungan penghasilan neto agar terdapat keseragaman
dalam pengawasan antara KPP yang memiliki Wajib Pajak youtuber.

3. Kendala terkait sumber data penghasilan para youtuber mempengaruhi
tingkat pengawasan atas kepatuhan wajib pajak youtuber. Diperlukan
kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal Pajak terkait
pemberian data penghasilan dari google AdSense yang diterima oleh

Youtuber.
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4. Melakukan pengawasan secara optimal dengan menjadikan youtuber
sebagai salah satu Daftar Prioritas Pengawasan agar dapat meningkatkan
kepatuhan material Wajib Pajak youtuber.

5. Terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan youtuber,
peneliti memberikan saran sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi
Untuk meminimalisasi biaya kepatuhan, KPP harus memberikan
asistensi dengan jemput bola ke Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban
pelaporan dan pembayaran. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan
perlu juga adanya kerjasama yang sifatnya dapat dirasakan langsung
oleh Wajib Pajak, diantara melalui melibatkan Wajib Pajak youtuber
untuk kegiatan sosialisasi perpajakan dengan menyisipkan konten taat
pajak dalam tayangan video yang diunggah.

b. Faktor Perilaku
Untuk memastikan Wajib Pajak memiliki pendidikan pajak yang
memadai dan moral pajak yang baik, KPP harus melaksanakan
sosialisasi yakni kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan
Wajib Pajak terdaftar. Selanjutnya, untuk menekan ketidakpatuhan
karena persepsi risiko minimal, KPP harus meningkatkan pengawasan,
baik pengawasan persuasif maupun kuratif dilaksanakan secara kontinu

dan berkelanjutan sehingga Wajib Pajak merasa selalu diawasi.
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